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Abstrak

Dalam praktik bisnis, tidak semua perseroan terbatas mampu mempertahankan
kinerjanya sehingga sebagian berakhir pada proses likuidasi. Likuidasi merupakan
tahap pemberesan aset dan kewajiban suatu perseroan setelah diputuskan
pembubarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan
penyelesaian hutang-piutang perseroan terbatas dalam likuidasi; (2) mekanisme
penentuan likuidator menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; dan (3) hambatan yang dihadapi likuidator dalam proses
penyelesaian hutang-piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyelesaian hutang-piutang pada tahap likuidasi dilakukan oleh likuidator
berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Apabila aset perseroan cukup,
maka pembayaran kepada kreditor dilakukan tanpa melalui proses kepailitan;
sebaliknya, jika aset tidak mencukupi, likuidator wajib menempuh jalur pailit sesuai
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hambatan
utama likuidator meliputi keterlambatan pengangkatan, penggelapan aset, dan klaim
kreditor setelah batas waktu penagihan berakhir. Penegakan hukum yang konsisten
terhadap ketentuan Pasal 142-147 UU PT menjadi kunci terciptanya kepastian hukum
dalam proses likuidasi.

Kata Kunci: Hutang Piutang, likuidasi, Perseroan Terbatas

Abstract

In business practice, not all limited liability companies can maintain performance, leading some
to liquidation. Liquidation is the stage of settling a company’s assets and liabilities after
dissolution. This study aims to analyze (1) the regulation of debt settlement in liquidated limited
liability companies; (2) the mechanism for determining liquidators under Law No. 40 of 2007
on Limited Liability Companies; and (3) obstacles faced by liquidators in the settlement process.
This research uses a normative legal method with a juridical-normative approach. The results
show that debt settlement during liquidation is carried out by the liquidator based on principles
of justice and legal certainty. If company assets are sufficient, debts are settled without
bankruptcy proceedings; otherwise, liquidation must proceed through bankruptcy under Law
No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Major obstacles
include late liquidator appointment, asset misappropriation, and delayed creditor claims.
Consistent enforcement of Articles 142-147 of the Company Law is essential to ensure legal
certainty in liquidation.
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A. Pendahuluan
Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global dan kompetisi pasar yang semakin ketat menuntut
setiap perusahaan untuk memiliki ketahanan finansial dan tata kelola yang baik. Namun,
dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi tekanan
internal maupun eksternal. Banyak perseroan terbatas (PT) di Indonesia yang mengalami
penurunan kinerja hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam
situasi demikian, perusahaan dapat dibubarkan melalui mekanisme likuidasi, yaitu proses
pemberesan aset dan kewajiban setelah pengesahan pembubaran oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) atau pengadilan (Pasal 142-147 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Masalah utama dalam praktik likuidasi di Indonesia adalah ketiadaan pengaturan
rinci mengenai tata cara penyelesaian hutang-piutang dalam UU PT. Akibatnya, likuidator
sering merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) untuk menafsirkan kewenangannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan kreditor maupun pemegang saham.

Fenomena serupa telah banyak dibahas dalam literatur hukum dan ekonomi.
Misalnya, Elvira Dewi Ginting (2020) menyoroti pentingnya pengaturan reorganisasi
perusahaan dalam sistem kepailitan untuk menjaga kelangsungan usaha. Atika Ismail
(2021) menemukan bahwa pandemi COVID-19 memperparah kondisi utang perusahaan,
dan likuidasi sering kali dipilih karena restrukturisasi gagal dilakukan. Manahan Sitompul
(2019) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme perdamaian
dalam PKPU jarang berhasil akibat lemahnya koordinasi hukum dan rendahnya kesadaran
kreditor.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini menyoroti penyelesaian
hutang-piutang dalam konteks likuidasi, bukan reorganisasi atau kepailitan. Fokusnya
adalah bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan oleh likuidator sebagai pelaksana
pemberesan aset dan kewajiban perseroan, serta hambatan yang dihadapi dalam
menjalankan peran tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian hutang-piutang terhadap

perseroan terbatas yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20077

2. Bagaimana mekanisme penentuan dan kewenangan likuidator dalam proses likuidasi
perseroan terbatas?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi likuidator dalam proses penyelesaian hutang-
piutang perseroan terbatas di Indonesia?



Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum penyelesaian hutang-piutang pada perseroan
terbatas dalam likuidasi

2. Menjelaskan proses penunjukan dan peran likuidator berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007

3. Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi hukum yang dapat memperkuat
kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.
4. Kajian Literatur (Literature Review)

Kajian literatur berfungsi untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks teoritik
dan empiris yang telah ada sebelumnya. Penelitian mengenai penyelesaian hutang-
piutang dalam konteks likuidasi perseroan terbatas masih relatif terbatas dibanding
kajian kepailitan dan restrukturisasi perusahaan, sehingga studi ini memiliki posisi unik
dalam pengembangan hukum korporasi di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problem utama dalam
penyelesaian utang perusahaan adalah ketidaksinkronan antara hukum kepailitan dan
hukum perseroan. Elvira Dewi Ginting (2020) menegaskan bahwa sistem hukum
Indonesia belum memiliki pedoman reorganisasi yang selaras antara Undang-Undang
Kepailitan dan UU Perseroan Terbatas, menyebabkan ambiguitas dalam tindakan hukum
likuidator. Manahan M. P. Sitompul (2019) melalui kajiannya tentang penyelesaian
sengketa utang-piutang perusahaan menemukan bahwa mekanisme perdamaian dalam
PKPU sering gagal karena kreditor lebih memilih jalur likuidasi untuk memperoleh
kepastian pembayaran.

Sementara itu, Atika Ismail (2021) menyoroti alternatif hukum bagi perusahaan
yang terdampak pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa kondisi “force majeure
ekonomi” menyebabkan banyak perusahaan memilih penundaan kewajiban pembayaran
utang atau langsung menuju likuidasi. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa
likuidasi bukan hanya konsekuensi kegagalan bisnis, tetapi juga strategi hukum untuk
menutup perusahaan dengan tetap memenuhi kewajiban terhadap kreditor.

Dari sisi teori, teori negara hukum (Rechtsstaat) memberikan dasar bahwa setiap
tindakan hukum dalam likuidasi harus menjamin kepastian dan keadilan (Kant; Stahl).
Teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon, 1987) menekankan bahwa hukum harus
melindungi pihak yang lemah (kreditor minor, pemegang saham kecil) dari potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus atau likuidator. Teori kepastian hukum
(Jeremy Bentham; Adam Smith) menegaskan bahwa hukum yang jelas dan dapat
diprediksi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketiga teori ini
menjadi fondasi analisis hukum dalam penelitian ini.

Namun, penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas mekanisme
penyelesaian hutang-piutang dalam tahap likuidasi, terutama mengenai peran likuidator
sebagai pelaksana pemberesan dan hubungan antara UU PT dengan UU Kepailitan. Di
sinilah letak kontribusi utama penelitian ini — menawarkan analisis normatif terhadap
celah hukum yang muncul akibat kekosongan norma dalam UU PT serta memberikan



solusi konseptual bagi peningkatan kepastian hukum dalam proses likuidasi perusahaan
di Indonesia.

B. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical

approach), karena fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma hukum yang

mengatur proses penyelesaian hutang-piutang dalam likuidasi perseroan terbatas
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pendekatan ini

relevan karena objek penelitian tidak berupa perilaku empiris, melainkan aturan hukum

dan penerapannya dalam praktik.

Desain Penelitian (Research Design)

Desain penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu memaparkan data dan konsep
hukum secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana proses penyelesaian hutang-
piutang dijalankan oleh likuidator dalam praktik. Studi ini berupaya menjelaskan
keterkaitan antara norma hukum positif, teori hukum, dan realitas implementasi di
lapangan..

Lokasi dan Waktu Penelitian (Location and Time)

Penelitian dilakukan pada tahun 2024-2025 dengan mengambil lokasi studi kasus di PT
Sentosa Jaya Indonesia, sebuah perusahaan yang telah mengalami proses likuidasi. Pemilihan
kasus ini dilakukan karena PT tersebut merepresentasikan persoalan hukum yang umum
terjadi dalam likuidasi perseroan terbatas di Indonesia, khususnya mengenai keterlambatan
pengangkatan likuidator dan penyelesaian hutang-piutang.

Sumber dan Jenis Data
1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang

No. 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan

pengadilan dan yurisprudensi yang relevan.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas literatur ilmiah, buku, artikel jurnal hukum, dan
hasil penelitian terdahulu yang membahas likuidasi, kepailitan, dan tanggung jawab
likuidator.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen

administratif pendukung yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian meliputi:

Inventarisasi hukum positif terkait likuidasi dan penyelesaian utang

Klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi

Interpretasi hukum dengan menafsirkan norma-norma yang belum jelas dalam UU PT

Analisis kasus PT Sentosa Jaya Indonesia sebagai contoh penerapan norma hukum

Ok LW

Evaluasi hukum positif untuk menemukan kesenjangan normatif dan menawarkan
solusi konseptual.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan ketentuan
hukum, doktrin, dan teori hukum secara logis dan sistematis. Pendekatan ini



menggabungkan analisis deduktif (dari norma ke praktik) dan induktif (dari kasus ke
kesimpulan umum) guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan
hukum.

Reliabilitas dan Validitas Instrumen

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber hukum, yakni membandingkan
ketentuan undang-undang, doktrin para ahli, dan praktik yurisprudensi. Validitas analisis
dijaga dengan konsistensi dalam interpretasi norma serta kesesuaian antara teori hukum
(negara hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum) dan hasil kajian empiris yang
terobservasi dari kasus PT Sentosa Jaya Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Proses Likuidasi Perseroan Terbatas

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Sentosa Jaya Indonesia, proses likuidasi dimulai
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2020 yang memutuskan
pembubaran perseroan karena kerugian berkelanjutan. Setelah itu, RUPS menunjuk
likuidator untuk membereskan seluruh kewajiban dan hak perseroan. Namun,
pelaksanaan likuidasi tidak berjalan optimal karena penunjukan likuidator baru dilakukan
beberapa bulan setelah keputusan pembubaran. Akibatnya, sejumlah aset perusahaan
berkurang akibat penggunaan dan penjualan yang tidak tercatat, serta muncul penundaan
dalam pembayaran kewajiban kepada kreditor.

Situasi ini mencerminkan persoalan umum dalam praktik korporasi di Indonesia, di
mana masa transisi antara pembubaran dan penunjukan likuidator sering kali menjadi
sumber ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan Pasal
142 ayat (2) jo. Pasal 143 UU No. 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa setiap
pembubaran harus diikuti dengan proses likuidasi oleh likuidator. Selama periode
kekosongan tersebut, tanggung jawab hukum perusahaan menjadi kabur, sehingga
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan aset oleh pengurus sementara.

Pengaturan Hukum Penyelesaian Hutang-Piutang dalam Likuidasi

Hasil analisis terhadap ketentuan perundang-undangan menunjukkan bahwa UU
Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) tidak secara eksplisit mengatur tata cara
penyelesaian hutang-piutang dalam proses likuidasi. Pasal 147 ayat (3) hanya mengatur
kewajiban likuidator untuk mengumumkan pembubaran dan memberi kesempatan
kreditor mengajukan tagihan dalam jangka waktu tertentu. Ketiadaan norma operasional
menyebabkan likuidator harus merujuk pada ketentuan KUHPerdata dan UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan data wawancara dan dokumen likuidasi PT Sentosa Jaya Indonesia,
likuidator menjalankan tiga tahap utama:

1. Inventarisasi aset dan kewajiban, dengan memeriksa laporan keuangan dan daftar
piutang dagang

2. Verifikasi tagihan kreditor, melalui publikasi pengumuman likuidasi dan pencatatan
tagihan yang sah secara hukum

3. Pemberesan dan pembagian hasil likuidasi, yaitu penjualan aset dan pelunasan
kewajiban sesuai urutan prioritas kreditor.



Apabila seluruh aset mencukupi, penyelesaian dilakukan secara langsung (non-pailit).
Namun, jika aset tidak mencukupi untuk melunasi utang, likuidator wajib mengajukan
permohonan pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
Langkah ini ditempuh agar pembagian aset dapat diawasi oleh pengadilan demi menjamin
perlindungan hukum bagi semua pihak.

Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

Dalam perspektif teori negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana dikemukakan oleh
Immanuel Kant dan Julius Stahl, setiap tindakan hukum harus menjamin kepastian,
keadilan, dan proporsionalitas. Ketika likuidator tidak segera diangkat, muncul
kekosongan tanggung jawab hukum yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan
kata lain, keterlambatan penunjukan likuidator merupakan bentuk pelanggaran terhadap
prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola korporasi.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon, 1987) menegaskan
bahwa hukum harus melindungi pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak
yang kuat. Dalam kasus likuidasi, pihak yang paling rentan adalah kreditor minoritas dan
pemegang saham kecil, yang sering kali tidak memperoleh informasi transparan mengenai
kondisi keuangan perusahaan. Ketika aset perusahaan digunakan atau dijual tanpa
pengawasan, hak-hak kreditor berpotensi terabaikan.

Penegakan asas transparansi dan akuntabilitas likuidator menjadi wujud konkret
perlindungan hukum. Dalam praktik PT Sentosa Jaya Indonesia, setelah likuidator resmi
ditunjuk, dilakukan audit aset dan publikasi pengumuman di surat kabar. Langkah ini
menunjukkan implementasi prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 147
ayat (1) UU PT, meskipun masih terdapat kendala keterlambatan administratif di tahap
awal.

Hambatan dan Tantangan dalam Proses Likuidasi

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan yang bersifat struktural dan
normatif:

1. Keterlambatan pengangkatan likuidator, yang menyebabkan hilangnya kontrol
hukum atas aset perusahaan.

2. Ketiadaan pedoman teknis dalam UU PT mengenai tata cara pemberesan utang dan
prioritas kreditor.

3. Keterlambatan kreditor mengajukan tagihan setelah jangka waktu pengumuman
berakhir (Pasal 147 ayat 3 UU PT).

4. Potensi penggelapan aset dan manipulasi data keuangan oleh pengurus lama sebelum
proses likuidasi efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Iskandar dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa
sebagian besar kasus likuidasi di Indonesia terganggu oleh lemahnya pengawasan hukum
terhadap pengurus lama sebelum likuidator mengambil alih.

Dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 93 K/Kr/1969
menegaskan bahwa sengketa utang-piutang merupakan sengketa perdata, bukan pidana.
Ketegasan ini penting agar penyelesaian likuidasi tidak diarahkan pada proses
kriminalisasi, melainkan pada penyelesaian perdata yang menjunjung asas
proporsionalitas dan keadilan kontraktual.



Komparasi dengan Temuan Penelitian Lain

Jika dibandingkan dengan penelitian Elvira Dewi Ginting (2020) yang menekankan
reorganisasi perusahaan melalui PKPU, penelitian ini menunjukkan bahwa jalur likuidasi
lebih memberikan kepastian hukum dibanding upaya restrukturisasi yang sering berakhir
gagal. Atika Ismail (2021) juga mencatat bahwa perusahaan pasca-pandemi cenderung
memilih likuidasi sukarela untuk menghindari biaya hukum dan risiko reputasi yang lebih
besar.

Dalam konteks teori kepastian hukum (Bentham dan Adam Smith), keberhasilan
likuidasi diukur dari kemampuan sistem hukum menjamin ketertiban dan prediktabilitas.
Jika likuidator bekerja sesuai hukum dan seluruh kreditor mendapat haknya secara
proporsional, maka likuidasi tidak hanya menjadi proses pembubaran, tetapi juga bentuk
keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

Sintesis Hasil Analisis

Dari seluruh data dan interpretasi teori hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses likuidasi di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma operasional,
khususnya dalam penyelesaian hutang-piutang

2. Likuidator berperan sebagai pelaksana utama yang menentukan keadilan dan
kepastian hukum dalam likuidasi

3. Penegakan hukum terhadap Pasal 142-147 UU PT dan koordinasi dengan UU

Kepailitan menjadi syarat mutlak agar likuidasi berjalan efektif dan tidak

menimbulkan sengketa lanjutan
4. Pengawasan yudisial (judicial oversight) melalui pengadilan niaga perlu diperkuat

untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan keadilan bagi kreditor serta
pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa proses likuidasi bukan
sekadar pemberesan administrasi perusahaan, melainkan juga uji kredibilitas sistem
hukum korporasi Indonesia dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

D. Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas peneliti dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan penyelesaian sengketa hutang piutang perseroan terbatas
dalam likuidasi dilakukan oleh likuidator melalui Jalur Pengadilan dengan cara gugat-
menggugat dengan mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi.
Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi
perjanjian yang disepakati, seperti: tidak dipenuhinya prestasi sama sekali; tidak tepat
waktu dipenuhinya prestasi; dan tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Hal
ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jalur Luar Pengadilan
dengan menempuh Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Adapun caranya, antara lain: negosiasi; mediasi; dan konsiliasi. Dalam hal likuidator
menyelesaikan likuidasi perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka likuidator untuk menyelesaikan



seluruh persoalan dalam hal pemberesan perseroan terbatas. Pemberesan perseroan
terbatas tersebut, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa hutang
piutang.

2. Penentuan waktu likuidator terhadap likuidasi perseroan terbatas, menurut Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tidak ada diatur. Maka hal ini
dapat diinterpretasikan dengan melihat ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a.,
penunjukan likuidator dilakukan setelah RUPS mengadakan rapat dalam acara
pembubaran perseroan. Maka penunjukan likuidator dilakukan pada saat itu juga. Hal
ini dilakukan demi menegakkan hukum agar tercapai kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan hukum.

3. Hambatan-hambatan penyelesaian hutang piutang yang dihadapi oleh likuidator
dikarenakan likuidator bertanggung jawab kepada Pemegang Saham atas pemberesan
yang dilakukan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun permasalahan yang dihadapi
oleh likuidator Tidak ada ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas mengenai kapan seharusnya likuidator tersebut ditunjuk untuk
melikuidasi Perseroan Terbatas. Pembagian sisa hasil likuidasi perseroan apabila salah
satu Pemegang Saham tidak setuju untuk menjualnya. Pungutan liar dalam laporan
pencabutan izin usaha. Penggelapan aset oleh pengurus perusahaan.
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